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Kata Pengantar

erspektif new public service (demokratik) dalam musrenbang desa
P bertujuan agar pemerintah mampu memproduksi excellence public

policy, yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan
keberdayaan masyarakat. Excellence public policy inilah yang menjadi
barometer keberhasilan atau kegagalan negara (failed state) dalam konteks
pembangunan desa. Mekanisme kerja perspektif ini dilakukan dengan
meletakkan gagasan demokrasi (deepening democracy) pada tempat yang
tepat, sebagai sebuah instrumen dan proses yang dipilih, dalam rangka
menumbuh-kembangkan peran aktif partisipasi publik dalam musrenbang
desa (working democracy), ke arah deliberative democracy sebagai sebuah
tindakan nyata, yang berwujud forum interaksi dan diskusi diantara
semua local governance stakeholder (pemerintah, cimil society, pengusaha).
Harapannya kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud dan negara/

pemerintah menjadi kuat.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji per-
masalahan yang berkaitan dangan perspektif new public service
(demokratik) dalam musrenbang desa. Dimensi-dimensi penting dari
perspektif new public service (demokratik) dapat dijadikan rujukan dalam
memperkuat pengembangan produksi kebijakan publik yang unggul.
Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris
yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian
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teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam
buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendeskripsikan,
mengelaborasi kegagalan dan keberhasilan musrenbang desa sebagai
media produksi kebjjakan publik yang unggul, terutama dari kacamata
masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, tujuan dan keberhasilan
musrenbang desa adalah produksi kebijakan yang mampu menyelesaikan
persoalan kepublikan.

Kehadiran buku ini dihadapan para pembaca, diharapkan dapat
membuka wawasan tentang pentingnya membangun sebuah pe-
ngembangan kelembagaan dialog yang representatif dan familier, berbasis
multistakeholder, hemat dan efisien, sebagai sebuah ruang publik baru
yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pemerintah, masyarakat dan stakeholders menyadari pentingnya
penguatan negara yang perwujudannya melalui penguatan masyarakat
yang berbentuk penciptaan ruang baru, (space of power) bagi dialog dan
keterlibatan masyarakat diikuti instrumen-instrumen berupa responsiveness
pemerintah desa yang bergeser menjadi ruang untuk mendengarkan,
perbaikan proses representasi, proses pengambilan keputusan, dan daya
ikat keputusan forum representasi dan forum deliberasi warga desa, juga

monitoring pembangunan desa.

Akhir kata, semoga berguna bagi para pembaca, khususnya yang
menaruh minat pada perencanaan dan penyusunan kebijakan, khususnya
sektor publik.

Penulis,

Dr. Novita Tresiana
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BAB 1

usyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)

adalah forum deliberatif (musyawarah) perumusan kebijakan

/program desa yang interaktif, yang disusun bersama antara
pemerintah dan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan musrenbang desa
adalah keterlibatan aktif multi stakeholders yang ada di desa, dalam
bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi dan dukungan. Dalam
perspektif penyusunan kebijakan publik, maka musrenbang desa meng-
gambarkan model kebijakan deliberatif yang menekankan pada pelibatan
argumentasi-argumentasi dari para pihak, musyawarah dan negoisasi dari
pihak-pihak diluar pemerintah desa. Model deliberatif inilah yang
dianggap sebagai pengejentawahan dari konsep deepening democracy, yang
hasilnya diharapkan akan mampu memproduksi excellence public policy dan
akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika hal itu
tidak tercapai, maka pemerintah dikatakan sebagai negara gagal (fmled
state), di mana musrenbang desa yang seyogyanya merupakan
kelembagaan forum deliberatif (musyawarah) yang resmi dan formal
sudah tersedia, namun ternyata belum mampu memproduksi kebijakan/
program pembangunan yang unggul. Pandangan inilah yang harus
dijadikan barometer keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunan.

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam buku i adalah
bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memproduksi



2z New Public Service dan Musrenbang Desa

kebijakan publik yang unggul (excellence public policy) melalui forum-forum
musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa),
sehingga kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa bisa terwujud.
Solusi yang ditawarkan sebagai metode pemecahan masalah tersebut
adalah implementasi perspektif new public service (demokratik), melalu
model ketersediaan ruang publik dan kelembagaan yang representatif,
familier dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa,
dimensi peran elaborasi modal sosial dan kepemimpinan transformasional
dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data-data
empirik dan diperkuat oleh kajian teoritik yang relevan.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya perencanaan
pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
(musrenbang desa) sebagai sebuah proses deliberatif yang diharapkan
mampu memproduksi program-program yang unggul. Uraian pada bab
pendahuluan ini sebagai entry point pada pembahasan dan kajian yang
lebih rinci tentang perspektif new public service (demokratik), terutama dari
model kelembagaan representatif dan familier serta dan dimensi peran
elaborasi dan kepemimpinan. Kajian dalam bab pendahuluan ini akan
diperkuat dengan hasil-hasil penelitian (studi) yang relevan serta
berlandaskan kajian-kajian teoritik agar memiliki bobot pertanggung-
jawaban akademik yang memadai. Pada bagian akhir bab pendahuluan ini,
diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk
menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1 Musrenbang Desa: Gagasan Deepening Democracy dan
Kegagalan Negara (Failed State)

Pada awalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis dianggap
lebih dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam paradigma pembangunan yang
menitikberatkan pada modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, peran
negara (pemerintah) sebagai aktor utama dan mengarahkan proses
pembangunan mensyaratkan sentralisasi dalam kewenangan agar peran
pemerintah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Namun ke-
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wenangan yang serba terpusat, ternyata memunculkan efek negatif yang
menyebabkan praktik kekuasaan menjadi otoriter. Yang terjadi kemudian,
kapasitas pemerintah mulai menurun (Fukuyama, 2005).

Sentralisasi dalam penyelenggaraan pembangunan, ternyata tidak
sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi
mayoritas warga masyarakat untuk mendapat akses yang sama terhadap
pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Kesenjangan yang terjadi me-
munculkan ketidakpuasan pada berbagai kalangan, terutama kelompok-
kelompok masyarakat yang termarginalkan akibat kebijakan pem-
bangunan yang serba terpusat.

Pada dekade 1960-an, sebagai reaksi terhadap peran negara yang
meluas, baik dinegara-negara maju maupun di negara-negara sedang
berkembang, kaum liberal menawarkan alternatif deregulasi, de-
birokratisasi dan privatisasi sebagai bagian dari upaya mereformasi diri
pemerintah. Alternafif tersebut diyakini dapat menjadi penggerak
perubahan ekonomi, karena dengan memangkas intervensi ekonomi
negara ke tingkat yang minimal, maka pasar dapat bergerak lebih leluasa
untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam beberapa hal,
alternatif tersebut membawa hasil-hasil yang menggembirakan, seperti
pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan integrasi pasar
(Fukuyama, 2005). Namun dalam beberapa hal lain, peran negara yang
berkurang dalam ekonomi juga terkait dengan penurunan kapasitas negara
untuk melakukan fungsinya memang diperlukan untuk menjamin keadilan
dan kesejahteran bagi masyarakatnya. Hal inilah yang memunculkan
fenomena kegagalan negara.

Kegagalan negara (fmled state) dalam konteks pembangunan desa,
adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak memiliki kapasitas
governability, yang ditandai dengan rendahnya kapasitas pemerintah dalam
penyediaan public goods. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan
public goods terdelegasikan secara terpisah-pisah. Negara justru me-
nyerahkan fungsi mereka sebagai penyedia barang-barang publik kepada
kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan sepihak. Keamanan hanya
tersedia di kota-kota utama, infrastruktur ekonomi jatuh, sistem perawatan
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kesehatan menglami penurunan dan sistem pendidikan berada dalam
ketidakjelasan. Failed states biasanya mempunyai kaum minoritas kaya raya
yang selalu mengambil keuntungan dari failed system yang ada.

Ciri-ciri failed state antara lain: (a) selalu diwarnai adanya disharmoni
antara komunitas, tidak bisa menyediakan barang publik yang dibutuhkan
masyarakat; (b) negara hanya menjamin keamanan pada ibukota saja; (c)
dimilikinya institusi desa yang lemah, baik sisi eksekutif maupun sisi
legislatif; (d) tidak ada debat-debat yang demokratis di ranah publik; (d)
lembaga yudikatif tidak independen, dan lebih sekedar kepanjangan
tangan eksekutif, masyarakat pun tidak mendapatkan keadilan di sistem
pengadilan, apalagi berhadapan dengan negara; (e) birokrasi dalam waktu
yang cukup lama kehilangan tanggung jawab profesional mereka, mereka
hanya mementingkan kepentingan eksekufif semata dengan cara yang
halus menekan warganya; (f) militer masih memungkinkan menjadi satu
satunya institusi yang emiliki integritas, namun mempunyai ke-
cenderungan terpolitisasi secara kuat, aparat keamanan cenderung menjadi
negara dalam negara; (g) menyediakan kesempatan ekonomi yang tidak
paralel, hanya pada segelintir orang yang punya hak prnivilenge; (h)
tanggungjawab pemerintah desa untuk memaksimalisasikan kesejahteraan
ekonomi warganya sama sekali tidak ada; (1) korupsi menggurita dalam
skala yang luas; dan (j). pada beberapa kasus, chaos ekonomi yang
dikombinasikan dengan bencana kemudian menimbulkan adanya bencana
kelangkaan makanan dan kelaparan yang meluas; (k) negara kehilangan
legitimasi dasar mereka di saat batas wilayah mereka menjadi tidak
relevan lagi bagi sekelompok kekuatan yang mencoba menggalang
kekuatan; (1) warga justru makin menguat loyalitas komunitasnya dan
menjadikannya sebagai sumber keamanan dan kesempatan ekonomi.
Seiring dengan fenomena tersebut berakibat legitimasi negara makin lemah
di mata warganya. Alih-alih menjadi profesional, peran negara yang
berkurang justru menyebabkan negara semakin lemah, sehingga me-
munculkan pemikiran baru untuk memperkuat negara (Fukuyama, 2005).
Elemen dasar negara yang kuat ditandai otoritas yang efektif dan
terlembaga. Perdebatan yang kemudian muncul terkait dengan upaya
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memperkuat negara adalah sejauhmana lingkup peran dan kapasitas
negara yang diperlukan untuk mewujudkan negara yang kuat itu.

Gagasan Deepening democracy (dalam Nugroho, 2012) merupakan
sebuah konsep dan gagasan dunia internasional melalui UNDP tentang
perlunya memperkuat negara melalui pendalaman demokrasi, yang diakui
sebagai obat mujarab pencapaian tujuan reformasi pemerintah daerah di
Indonesia. Tesisnya, politik akan menentukan keberhasilan pembangunan.
Pembangunan berjalan dengan baik jika semua orang punya hak untuk
menentukan arah politik, karenanya harus dilakukan memperdalam
kualitas demokrasi, melalui nilai-nilai transparansi (kebebasan, ke-
terbukaan), partisipasi dan akuntabilitas yang harus diimplementasikan
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aplikasi gagasan deepening democracy pada aras pemerintah daerah
diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk program. Pertama, proses politik, yaitu
praktik pemilu langsung pada level daerah (pilkada dan pileg/DPR
daerah). Kedua, proses ketatalaksanaan institusi/pemerintah daerah
sebagai salah satu dimensi penting manajemen publik, yaitu pada praktik
pemekaran wilayah dan perencanaan berbasis partisipatif. Dalam aspek
demokratisasi desa, maka deepening democracy diwujudkan dalam sebuah
forum deliberatif berupa kelembagaan dan proses yang dikenal dengan
musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa).

Musrenbang desa merupakan upaya konkrit yang dilakukan oleh
pemerintah, sebagai langkah mewujudkan perencanaan partisipatif di
mana masyarakat sebagai salah satu komponen dalam development policy
stakeholders harus diberdayakan dan diikutsertakan dalam proses
pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan).
Proses yang demikian ini tentu saja menginginkan munculnya rasa
memiliki (sense of belonging), ikut terlibat (sense of participation) dan ikut
bertanggungjawab atas berhasilnya usaha-usaha pembangunan (sense of
accountability) sehingga pengelolaan pembangunan desa benar-benar men-
cerminkan community based resource paradigm. Meminjam istilah Islamy
(2004), maka Musrenbang desa haruslah dilihat sebagai share authority
diantara para stakeholders pembangunan, di mana proses pembangunan
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tidak didominasi oleh satu pihak saja tetapi merupakan usaha bersama
yang didasarkan pada nilai bersama (shared values), visi bersama (shared
wiston), dan misi bersama (shared mission).

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil melalui musrenbang desa
partisipatif ini, yaitu: (a) masyarakat mulai belajar diberdayakan otoritas
peran dan fungsinya sehingga mereka mulai terlatih bertanggung-jawab
atas pelaksanaan dan hasil dari keputusan bersama; (b) kualitas keputusan
Musrenbang Desa (RPIM Desa dan RKP Desa) menjadi lebih bermutu
karena terkait secara langsung dengan persoalan, kepentingan dan
kebutuhan warga desa sehingga akan berdampak pada produktivitas hasil
yang dicapai; (c) adanya komitmen kuat masyarakat desa atas keputusan
yang mereka ikut buat sendiri sehingga menambah semangat dan
kepuasan untuk mewujudkan apa yang mereka ikut putuskan (Tresiana
dan Duadji, 2015).

Urgensi keterlibatan masyarakat mengingat, sebagai sebuah forum
maka musrenbang desa itu terkait dengan beberapa hal substantif sebagai
berikut: Pertama, berkenaan dengan konteks perencanaan pembangunan
desa, yaitu upaya melakukan identifikasi persoalan dan kebutuhan warga
desa yang disertai dengan justifikasi program dan pembiayaan untuk
mengatasi persoalan dan pemenuhan kebutuhan warga desa tersebut.
Kedua, berkenaan dengan komposisi kepesertaan yang terlibat dalam
forum Musrenbang Desa. Pada konteks ini sesungguhnya Musrenbang
Desa bersifat terbuka bagi semua komponen warga desa, baik secara
pribadi, wakil kelompok maupun yang berkedudukan sebagai aparatur
pemerintahan desa (Tresiana dan Duadyji, 2015).

Lebih lanjut hasil penelitian Duadji (2012) menunjukkan bahwa ada
beberapa dasar pertimbangan mengapa Musrenbang Desa bersifat terbuka,
yaitu: (a) informasi komprensif yang mengakar dari bawah sangat
diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi; (b) terjadinya
proses pembelajaran dan pertukaran dalam interaksi sosial ke-
masyarakatan vang akan menumbuhkan semangat kebersamaan
(solidaritas), jalinan mental (psikis), rasa tanggung jawab dan partisipasi
aktif atas semua hal yang terjadi di lingkup desa; dan (c) terciptanya
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sharing pengetahuan, kemampuan (skill) dan ide-ide inovatif untuk
kemajuan desa.

Paralel dengan di atas, esensi pentingnya Stakeholders Musrenbang
Desa dinyatakan Islamy dalam Duadji dan Tresiana (2015): “Stakeholders
Musrenbang Desa, dalam pengertian luasnya menunjuk pada semua warga
desa tanpa ada pengecualian; namun dalam konteks pelaksanaan
Musrenbang Desa adalah pemangku kepentingan. Artinya keterwakilan
dari semua elemen warga yang ada di desa yang terdiri dari unsur
aparatur pemerintahan desa; elemen-elemen kelompok atau lembaga
swadaya masyarakat; lembaga grassroots; dan pihak swasta, karena tidak
mungkin setiap warga dapat mengikuti forum Musrenbang Desa”.

Sayangnya, setelah lebih dari 13 tahun, pencangkokan dan
implementasi gagasan deepening democracy hampir di seluruh provinsi/
kabupaten/kota/desa di Indonesia, termasuk kabupaten/kota/desa di
wilayah Provinsi Lampung mengalami kegagalan, tidak mampu me-
wujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Studi kasus untuk pemerintah lokal, hasil penelitian yang dilakukan
oleh Tresiana dan Duadji (2015) di salah satu kabupaten, yakni Kabupaten
Lampung Selatan Propinsi Lampung, mendapati banyaknya kegagalan
pemerintah daerah dalam penyediaan public goods di desa, walau
sesungguhnya musrenbang desa sebagai forum deliberatif sudah tersedia,
namun ternyata forum deliberatif ini belum mampu memproduksi
kebijakan/ program pembangunan yang unggul. Beberapa persoalan yang
menjadi sumber kegagalan diantaranya sebagai berikut: Pertama, fenomena
kegagalan pemerintah, di mana warga desa mendesakan perlunya
peningkatan kualitas kehidupan melalui penyediaan barang-barang publik
yang diperlukan warga, sekaligus juga melalui demokratisasi pem-
bangunan desa. Kedua, kegagalan justru terletak pada gagasan konsep
deepening democracy yang merupakan resep dari UNDP, ditengarai jika
diterapkan di desa, akan merupakan obat mujarab untuk mengatasi
kegagalan pembangunan desa. Tesisnya, pembangunan berjalan dengan
baik jika semua warga punya hak untuk menentukan arah politik,
karenanya perlu pendalaman kualitas demokrasi, melalui nilai-nilai
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keterlibatan (partisipasi) warga desa, yang harus diimplementasikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, pemilihan musrenbang desa sebagai fokus utama
menjadi penting untuk melihat kegagalan negara dalam memproduksi
kebijakan yang unggul di dasari pertimbangan sebagai berikut: Pertama,
musrenbang desa merupakan forum deliberatif (musyawarah) perumusan
kebijakan/program desa yang interaktif, seharusnya disusun bersama
antara Pemerintah dan masyarakat. Kedua, tolok ukur keberhasilan
musrenbang desa adalah keterlibatan aktf multistakeholders yang ada di
desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi, dukungan,
sehingga mampu menanggulangi persoalan dan kemiskinan masyarakat.
Ketign, dalam perspektif kebijakan publik, maka musrenbang desa
menggambarkan model kebijakan deliberatif (musyawarah) yang me-
nekankan pada pelibatan argumentasi-argumentasi dari para pihak,
musyawarah dan negoisasi dari pihak-pihak diluar pemerintah desa.
Model deliberatif (musyawarah) inilah vyang dianggap sebagai
pengejentawahan dari konsep deepening democracy, yang diyakini mampu
menghasilkan excellence public policy (kebijakan publik yang unggul), dan
mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat desa.

Secara makro, dalam tulisan ini, kerangka gagasan dalam memahami
kegagalan negara sekaligus memberikan solusi bagi pemerintah desa
dalam menyediaan public goods dilakukan melalui melalui elaborasi
konsepsi deepening democracy (dalam Nugroho, 2012) dan konsepsi
deliberative  Policy, dynamic governance dengan titik tekan penguatan
pemerintah melalui excellence public policy (dalam Hajer dan Wagenaar,
2003; Siong Neo dan Geraldine, 2009). Gagasan Deepering democracy (dalam
Nugroho, 2012), intinya mengharuskan perlunya pendalaman demokrasi
melalui keterlibatan dan peran aktf semua warga dalam kebijakan/
program desa, mulai dari perumusan, implementasi sampai evaluasi.
Kekuatan gagasan ini adalah pada proses demokrasinya, bukan pada
hasil/output demokrasi. Hal inilah yang memunculkan ketidakpuasan dan
fenomena kegagalan pemerintah dalam penyediaan barang public.
Gagasan deepening democracy melalui musrenbang desa menurut penulis,
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tentunya masih tetap diperlukan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi,
namun yang lebih penting adalah mereorientasi, merevitalisasi dan
meletakkan gagasan deepening democracy pada tempat yang tepat dan sesuai
untuk menumbuh-kembangkan peran aktif (partisipasi publik) dalam
musrenbang desa, sehingga dapat dihasilkan output kebijakan dan
program pembangunan yang menjadi solusi masalah dan senyatanya
berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karenanya penulis melihat, ada mata rantai yang terputus. Deepening
democracy seolah-olah dipandang sebagai tujuan, padahal ia hanya alat dan
proses yang dipilih. Demokrasi yang diharapkan di desa, tentunya adalah
working democray. Artinya perlu diakhiri dengan tindakan nyata untuk
membuka forum interaksi dan diskusi diantara semua local governance
stakeholder (pemerintah, cimml society, pengusaha), guna menggodok
kebijakan dan program pembangunan yang unggul (excellence policy),
sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa diwujudkan dan negara/
pemerintah memnjadi kuat. Pada titik inilah, pentingnya pergeseran
deepenimg democracy kearah deliberative democracy perlu dilakukan sehingga
excellence policy akan dapat diproduksi oleh local governance stakeholders.

Penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2015) yang
berjudul: Kegagalan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Era Otonomi
Daerah (Kebijakan Deliberatif: Menggagas Multistakeholders Governance
Body dalam Musrenbang Desa untuk Mewujudkan Kebijakan/Program),
memberikan gambaran eksistensi dari musrenbang dalam konteks negara
kuat, bahwasanya sebuah pemerintahan desa yang kuat, hanya dapat
dilakukan melalui penguatan kapasitas pemerintah dengan membangun
kebijakan publik yang unggul (excellence public policy), dikembangkan
dalam ruang yang dikenal dan representatif, dalam konteks dan proses
yvang demokratis, musyawarah (deliberatif), dan menjadi elemen strategis
bagi penyediaan kebutuhan barang-barang publik yang diperlukan oleh
warganya, sekaligus juga memberikan jaminan kebebasan, ketertiban dan
keamanan. Karenanya, perlu mencari penguatan dan mendudukan
kembali pemahaman yang benar dalam berdemokrasi. Demokrasi haruslah
dimaknai sebagai proses awal (primer) untuk mendorong terbukanya
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upaya infteraksi masing-masing stakeholders untuk bersinergi, saling
memperkuat, mengawasi (check and balance) dan menegosiasikan
kepentingan mereka. Proses lanjutan (sekunder) adalah eksistensi strong
governance, substansi kebijakan mengakar dari konteks lokal dalam
mengimplementasikan konsensus bersama antar local stakeholders
governance, adanya ruang publik sebagai wujud kuatnya pemerintah untuk
meraih tujuan, yaitu keberhasilan memproduksi kebijakan/progam yang
unggul. Tanpa adanya gagasan seperti ini, sulit rasanya bagi kebijakan dan
program pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Gambaran Umum Isi Buku

Uraian buku ini berfokus pada upaya menemukan titik kompromi antara
pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya untuk menemukan
rumusan yang tepat dalam mengatasi kegagalan negara (failed state) dalam
konteks pembangunan desa melalui penyusunan kebijakan dan program
pembangunan yang memiliki tingkat keunggulan dan layanan publik yang
baru. Hal ini sekaligus menjadi sebuah pemodelan baru dalam layanan
publik melalui praktik pengembangan kelembagaan yang paling relevan,
representatif, familer dan dekat dengan masyarakat.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari 4, yaitu
bab pertama pendahuluan, bab kedua berisi Implementasi perspektif new
public service dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
(musrenbangdes), bab ketiga tentang menyusun kebijakan dan program
pembangunan yang unggul melalui model kelembagaan yang representatif
dan familier, bab keempat tentang peran elaborasi modal sosial dan
kepemimpimnan transformasional dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, bab
kelima penutup. Keseluruhan isi pembahasan dilakukan dengan
pendekatan empirik, berdasarkan hasil-hasil peneliian dan pendekatan
teoritik.

Pada bab kedua secara rinci diuraikan bagaimana perspektif new
public service diimplementasikan dalam musyawarah rencana pem-
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bangunan desa (musrenbang desa). Judul bab i diinspirasi oleh realita
empirik hasil musrenbang desa justru berupa kebohongan publik,
demokrasi semu dan tidak menyelesaikan persoalan masyarakat. Idealnya
musrenbang desa merupakan forum deliberatif (musyawarah) perumusan
kebgyjakan/program desa yang interaktif, seharusnya disusun bersama
antara pemerintah dan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan musrenbang
desa adalah keterlibatan aktif multi stakeholders yang ada di desa, dalam
bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi, dukungan, sehingga mampu
memberikan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Dalam
konteks ini, maka musrenbang desa menggambarkan model kebijakan
deliberatif yang menekankan pada pelibatan argumentasi-argumentasi dari
para pihak, musyawarah dan negoisasi dari pihak-pihak di luar
pemerintah desa.

Pada bab ketiga menguraikan tentang model kelembagaan yang
representatif dan familier, berupa forum warga, berbasis multistakeholder,
sebagai sebuah ruang publik baru dalam memproduksi kebijakan dan
program yang unggul. Gagasan model pengembangan dalam rangka
penguatan kapasitas pemerintah melalui penguatan kelembagaan, yang
merupakan pemantaatan ruang baru, space of power bagi dialog dan
keterlibatan masyarakat memerlukan instrumen-instrumen berupa
perbaikan proses representasi, proses pengambilan keputusan, dan daya
ikat keputusan forum reprenstasi dan forum deliberasi warga desa dalam
pembuatan kebijakan/ program desa publik dan monitoring pembangunan
desa. Selain itu perlu disusun perancangan praktik praktik partisipasi
warga di tingkat lokal yang mantfaatnya langsung dapat dirasakan baik
oleh warga maupun oleh pemerintah yang berkuasa. Dukungan instrumen
hukum dan kebijakan yang lebih operasional tentunya sangat diperlukan
dalam praktik partispasi warga desa, sehingga partisipasi warga tidak
dijadikan hanya sebagai alat konsolidasi sumber daya lokal, maka praktik
dan kebijakan partisipasi warga desa harus berdampak langsung pada
perubahan relasi kekuasaan yang mendorong terjadinya pendalaman
demokrasi dan penciptaan keadilan antar kelompok masyarakat, antar
gender. Kerjasama ini terutama difokuskan untuk memanfaatkan ruang
baru partisipasi warga desa yang telah diberikan oleh hukum menjadi
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praktik. Selanjutnya, berbagai praktik yang pernah ada, masih hidup dan
bahkan telah sukses dapat dijadikan rujukan untuk merancang kebijakan
partisipasi warga yang lebih operasional. Wuwud ruang baru bagi
kesuksesan musrenbang desa adalah pembentukan sebuah forum
deliberatif, di mana warga bicara berdasarkan tematisasi isu-isu yang
bersumber pada pengetahuan dan kapasitas warga. Di sisi lain, perhatian
dan bentuk responsiveness pemerintah desa menjadi ruang untuk men-
dengarkan, sehingga proses tersebut, membuktikan tidak ada kekuasaan
yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlukan interaksi sehari-hari
dengan para warga, untuk mendengarkan suara mereka, dan menjadikan
pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan
keputusan, atau bahkan keputusan itu dibuat bersama. Di sinilah ruang-
ruang sebagai space of power itu terjadi.

Pada bab keempat secara khusus membahas peran elaborasi modal
sosial dan kepemimpinan ftransformasional dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat, sebagai dimensi yang sangat potensial bagi
bekerjanya kelembagaan yang representatif dan familier dalam mem-
produksi kebijakan dan program yang unggul. Modal sosial berpotensi
sebagai energi penggerak, media membangun trust diantara masyarakat
dan pemerintah, maupun diantara masyarakat sendiri. Modal sosial inilah
yang kemudian menggiring para stakeholders untuk membentuk dan
memantaatkan ruang baru untuk kebutuhan pembangunan. Sedangkan
partisipasi dimotori kepemimpinan merupakan nilai dasar demokrasi yang
dilihat dari kemanfaatannya dapat meningkatkan kualitas keputusan
sabagai hasil kebijakan. Partisipasi juga bermanfaat untuk membangun
komitmen masyarakat untuk menjalankan keputusan kebijakan. Arti
penting partisipasi juga terletak pada sarana swaedukasi kepada
masyarakat mengenai berbagai persoalan publik, sarana untuk me-
nampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah,
sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam
agenda pemerintahan.
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Bab kelima merupakan bagian akhir buku ini yang berisi kata
penutup (closing statement), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian
dalam buku. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi guna
menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang unggul, yang
mampu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat.

-ooloo-
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